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Kredit bermasalah pada kriteria macet bukan merupakan hal yang asing lagi bagi dunia 
perbankan bahkan hampir semua bank tidak terlepas dari persoalan kredit bermasalah 
menyebabkan bank mengalami kesulitan, terutama menyangkut tingkat kesehatan bank. Untuk 
menghindari kesulitan yang setiap waktu muncul, maka diperlukan penanganan kredit 
bermasalah yang tepat. Apabila debitur melakukan wanprestasi dalam pembayaran kredit, maka 
bank selaku kreditur dengan nasabah sebagai debitur. 
 
Kata Kunci : Analisis Penetapan Eksekusi Barang Jaminan, Bank, Penyelesaian Kredit Bermasalah. 
 
I. Pendahuluan 
Sebagaimana ditegaskan oleh 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 
tentang Perbankan bahwa dalam pemberian 
kredit ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan dalam rangka melindungi dan 
mengamankan dana masyarakat yang 
dikelola bank dan disalurkan dalam bentuk 
kredit, yaitu : 
a. Harus dilakukan dengan 
mempergunakan prinsip kehati-
hatian (Prudential Principles). 
b. Harus mempunyai keyakinan 
atas kemampuan dan 
kesanggupan debitur untuk 
melunasi utangnya sesuai 
dengan yang diperjanjikan. 
c. Wajib menempuh cara-cara 
yang tidak merugikan bank dan 
masyarakat yang 
mempercayakan dananya pada 
bank. 
d. Harus memperhatikan asas-
asas perkreditan yang sehat.1 
Tujuan diberlakukannya prinsip 
kehati-hatian adalah agar bank selalu 
berada dalam keadaan sehat dan dapat 
                                                          
 
1) 
Kelompok Study Hukum Bisnis 
Fakultas Hukum UNPAD, Seminar Hak 
Tanggungan atas Tanah dan Benda-benda yang 
berkaitan dengan Tanah, Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 1996, hal 99. 
menjalankan usahanya secara baik dan 
benar dengan mematuhi ketentuan-
ketentuan hukum yang berlaku dalam dunia 
perbankan, sehingga bank yang 
bersangkutan dipercaya oleh masyarakat 
(nasabahnya). Oleh karena itu Penjelasan 
umum Undang-undang Nomor 10    tahun 
1998 mengamanatkan agar prinsip kehati-
hatian tersebut tetap dipegang teguh. 
Keyakinan berdasar analisis yang 
mendalam atas itikad dan kemampuan serta 
kesanggupan nasabah debitor untuk 
melunasi utangnya sesuai dengan       yang 
telah diperjanjikan, merupakan jaminan 
utama dalam pemberian kredit oleh bank. 
Proses analisis ini dalam dunia perbankan 
dikenal dengan istilah  Prinsip 5 C yakni 
Character (kepribadian), Capacity 
(kemampuan), Capital (modal), Collateral 
(jaminan), dan Condition of Economic 
(kondisi ekonomi).2 
Pihak bank (kreditor) terlebih dahulu 
akan mengupayakan penyelesaian kredit 
macet secara intern dengan pihak debitor, 
antara lain melakukan rescheduling 
(penjadwalan kembali kredit), 
                                                          
 2)Heru Supraptomo, 1998, “Segi-segi 
Hukum Yang Berkaitan Dengan Penyelesaian 
Masalah Kredit Macet” Kumpulan Makalah dan 
Hasil Diskusi Panel I Sampai IV Pengurusan 
Piutang dan Lelang Negara, Jakarta : Dep. 
Keuangan BUPLN, hal 61.   




reconditioning (mengubah persyaratan 
kredit), dan restructuring (penataan 
kembali kredit), sehingga diperoleh jalan 
keluar bagi penyelesaian kredit tersebut 
tanpa menimbulkan banyak kerugian bagi 
kedua belah pihak.3 Apabila berdasarkan 
unsur-unsur lain (watak, kemampuan, 
modal, dan prospek usaha) telah diperoleh 
keyakinan atas kemampuan debitor untuk 
mengembalikan utangnya, maka agunan 
sebagai jaminan tambahan dapat hanya 
berupa barang, proyek, atau hak tagih yang 
dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. 
Istilah Jaminan diartikan dengan 
“tanggungan, cagar, garansi, kepastian yang 
dijamin oleh hukum”. Keberadaan lembaga 
jaminan diberikan guna melindungi 
kepentingan kreditor atas pengembalian 
modal yang diberikannya kepada kreditor 
melalui suatu perjanjian khusus yang 
bersifat accessoir dari perjanjian pokok oleh 
debitor dengan kreditor.4 
Nilai barang jaminan tersebut 
biasanya selalu lebih besar dari pada nilai 
kredit yang diberikan, dan pengikat 
jaminannya juga disesuaikan dengan 
ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku karena jaminan selalu dihubungkan 
dengan risiko, yakni berupa kemungkinan 
terjadi penunggakan atau kredit macet yang 
mengakibatkan dana tidak produktif, atau 
menjadi hilang sama sekali. Apabila hal ini 
benar-benar terjadi, berarti pihak bank 
(kreditor) pemberi kredit akan mengalami 
kerugian.  
Penyelesaian kredit macet lewat jalur 
hukum antara bank swasta dengan debitor 
perseorangan dilakukan melalui Pengadilan 
Negeri. Sedangkan penyelesaian kredit 
macet pada bank pemerintah 
penanganannya dilimpahkan kepada PUPN 
(Panitia Urusan Piutang Negara) sesuai 
dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 
49 Prp. Tahun 1960. 
Penyelesaian kredit macet melalui 
Pengadilan Negeri dapat ditempuh dengan 
                                                          
3)Ibid., hal 62.  
4)Subekti dan R. Tjitrosoedibyo, Kamus 
Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hal. 8.; 
(Accessoir adalah suatu perjanjian yang merupakan 
suatu embel-embel atau buntut dari pada suatu 
perjanjian pinjam uang). 
dua cara yakni dengan cara memohonkan 
penetapan sita esksekusi (executorial 
beslag) terhadap Groose Akta Pengakuan 
Utang atau pun terhadap Groose Akta Hak 
Tanggungan kepada Ketua Pengadilan 
Negeri; atau dengan cara mengajukan 
gugatan biasa yang disertai dengan 
permohonan penetapan sita jaminan 
terhadap barang–barang  jaminan kredit 
yang telah macet tersebut, dimana sita 
jaminan akan berubah kedudukannya 
menjadi sita eksekusi                  (executorial 
beslag) jika gugatan penggugat (dalam hal 
ini si kreditor) dikabulkan oleh hakim. 
Dengan dikeluarkannya penetapan 
eksekusi oleh Ketua Pengadilan, maka 
eksekusi terhadap barang-barang jaminan 
kredit dapat segera dilakukan. Namun 
dalam prakteknya eksekusi terhadap 
barang-barang jaminan kredit ada kalanya 
tidak dapat dilaksanakan sebagaimana 
seharusnya. Banyak faktor yang dapat 
menyebabkan tertundanya atau bahkan 
tidak dapat terlaksananya eksekusi 
terhadap barang jaminan kredit, antara lain 
adanya gugatan dari debitor/penjamin 
utang atau gugatan dari pihak ketiga yang 
merasa berkepentingan terhadap barang-
barang yang menjadi jaminan kredit, nilai 
jaminan tidak mencukupi untuk melunasi 
utang dan lain sebagainya. Hal inilah yang 
menimbulkan ketertarikan penulis untuk 
meneliti dan membahas masalah eksekusi 




II. Proses Eksekusi Barang Jaminan 
dalam Penyelesaian Kredit 




Proses eksekusi pengadilan dengan 
menggunakan ketentuan Pasal 224 HIR dan 
Pasal 258 RBG adalah sebagai berikut: 
a. Aanmaning (teguran) 
Aanmaning diatur dalam pasal 196 
HIR yang menyatakan bahwa jika pihak 
yang dikalahkan tidak mau atau lalai 
melaksanakan  keputusan pengadilan 
dengan baik, maka Ketua Pengadilan Negeri 




menyuruh memanggil pihak yang 
dikalahkan itu serta menasehatinya, supaya 
ia melakukan keputusan itu, dalam waktu 
paling lama 8 (delapan) hari. 
b. Sita Eksekusi 
Diatur dalam pasal 197 HIR. 
Menurut pasal 197  ayat (1) HIR, jika waktu 
8 ( delapan) hari yang ditentukan bagi 
debitor untuk melaksanakan kewajibannya 
telah lewat, namun debitor tidak memenuhi 
kewajibannya atau setelah dipanggil debitor 
tidak mau menghadap, maka Ketua 
Pengadilan mengeluarkan putusan (surat 
penetapan) yang berisi perintah kepada 
panitera pengganti atau juru sita pengganti 
untuk menyita (executorial beslag) barang-
barang milik debitor yang menjadi jaminan 
kredit. Sita eksekutorial ini tidak lagi 
diperlukan apabila sebelum perkara 
tersebut diputuskan oleh hakim, pihak 
kreditor telah meletakkan sita pendahuluan 
(conservatoir beslag) terhadap barang-
barang jaminan. Hal ini disebabkan karena 
dalam sita pendahuluan pada diktum 
putusannya selalu dinyatakan sah dan 
berharga sehingga tidak diperlukan lagi sita 
eksekutorial. 
c. Pelelangan 
Setelah barang-barang jaminan 
kredit milik debitor dieksekusi (disita), 
namun debitor tidak juga memenuhi 
kewajibannya melunasi kreditnya, maka 
kreditor dapat meminta agar barang-barang 
yang telah disita tersebut dilelang 
(penjualan di muka umum). 
Penawaran lelang dapat dilakukan 
secara lisan maupun tertulis. Bila 
penawaran dilakukan secara tertulis, maka 
peserta lelang harus mengisi dan 
memasukkan surat penawaran juru lelang 
serta menyetorkan dananya. Jika tidak 
tercapai harga limit maka lelang dapat 
dilanjutkan dengan penawaran secara lisan. 
Apabila harga limit yang ditentukan bank 
juga tidak tercapai maka bank terpaksa 
harus membeli sendiri barang jaminan yang 
dilelang tersebut. Menurut R. Subekti bahwa 
kreditor diperbolehkan untuk membeli 
sendiri benda jaminan karena pembelian 
selalu berdasarkan persetujuan yang ada 
pada umumnya untuk menolong debitor, 
yaitu dalam hal barang-barang jaminan 
tersebut sulit terjual lewat suatu pelelangan 
umum.5 
d. Pengosongan 
Pengosongan dilakukan terhadap 
barang-barang jaminan yang telah lelang, 
dimana debitor beserta keluarganya dan 
barang-barang miliknya yang tidak ikut 
disita atau siapapun  juga yang mendapat 
hak dari padanya akan dikeluarkan secara 
paksa (dalam hal jaminan berupa rumah 
tempat tinggal). Bila debitor tetap tidak mau 
melepaskan barang-barang yang telah 
dieksekusi lelang tersebut, maka bila perlu 
dengan bantuan alat-alat negara dilakukan 
pengosongan.   
Teori perjanjian kredit sebagai 
perjanjian pokok menurut Ch. Gatot 
Wardoyo terdapat enam belas (16) klausul 
yang selalu dan perlu dicantumkan dalam 
setiap perjanjian kredit ditentukan oleh 
penyerahan uang oleh pihak bank kepada 
debitur, yaitu : 
1. Klausul mengenai syarat-syarat 
penarikan kredit untuk pertama 
kali (predisbursement clause), 
2. Klausul mengenai jumlah 
maksimum kredit (amount 
clause), 
3. Klausul mengenai jangka waktu 
kredit, 
4. Klausul mengenai bunga 
pinjaman, 
5. Klausul mengenai barang agunan 
kredit, 
6. Klausul mengenai asuransi, 
7. Klausul mengenai tindakan yang 
dilarang oleh bank 
8. Klausul mengenai hak bank untuk 
mrngakhiri perjanjian kredit 
secara sepihak, 
9. Klausul mengenai denda, 
10. Klausul mengenai beban biaya 
atau ongkos-ongkos, 
11. Klausul mengenai keharusan bank 
untuk minta izin debitur jika 
melakukan pendebitan rekening 
pinjaman, 
                                                          
5)R. Subekti, Jaminan-jaminan untuk 
Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Citra 
Aditya Bakti, Bandung, 1989, hal.51.  




12. Klausul mengenai janji dan 
jaminan debitur bahwa semua 
data dan informasi yang diberikan 
debitur kepada bank adalah benar 
dan tidak diputarbalikkan, 
13. Klausul mengenai ketaatan pada 
ketentuan bank, 
14. Klausul mengenai pasal-pasal 
tambahan 
15. Klausul mengenai cara 
penyelesaian bila terjadi 
perselisihan antara kreditor dan 
debitur, 
16. Klausul pasal penutup.6 
Majelis Hakim yang memeriksa 
Permohonan  Eksekusi Hak Tanggungan 
Penetapan Nomor 
:01/Pen.Pdt.G/Eks/HT/2010/PN-Pms., 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
memberikan pertimbangan hukum yang 
pada pokoknya : 
1) Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek 
perkara adalah sebidang tanah seluas 
536 M2 berikut bangunan yang ada 
diatasnya sebagaimana disebutkan 
dalam sertifikat Hak Milik No.3178, 
Kelurahan Setia Negara, dahulu 
Kecamatan Siantar Martoba sekarang 
yang dikeluarkan oleh kantor Badan 
Pertanahan Nasional Kota Pematang 
Siantar, sebagaimana yang diuraikan 
dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan 
No. 136 Tahun 2006, tanggal 07 Juni 
2006 dan Akta No. 53 tanggal 29 Mei 
2006; 
2) Bahwa ternyata sampai pada saat ini 
Termohon Eksekusi I dan Termohon 
Eksekusi II belum memenuhi bunyi Akta 
Pemberian Hak Tanggungan dan Akta 
Perjanjian Kredit tersebut melaksanakan 
Eksekusi Penjualan Umum Lelang 
Eksekusi terhadap sebidang tanah seluas 
536 M2 berikut bangunan yang ada 
diatasnya sebagaimana disebutkan 
dalam Sertifikat Hak Milik No.3178, 
Kelurahan Setia Negara, dahulu 
kecamatan Siantar Martoba sekarang, 
                                                          
6)Ch. Gatot Wardoyo, 1992, Sekitar 
Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank, Majalah 
Bank dan Manajemen, Edisi November-Desember 
1992, halaman 64-69; sebagaimana dikutip dari 
Muhammad Djumhana, 2000, Ibid., hal 388.   
Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota 
Pematangsiantar, atas nama Muhammad 
arifin, yang dikeluarkan oleh Kantor 
Badan Pertanahan Nasional Kota 
Pematangsiantar tersebut di atas; 
3) Bahwa permohonan pemohon eksekusi 
itu berdasarkan hukum dan oleh karena 
itu dapat dikabulkan; 
4) Bahwa karena permohonan Pemohon 
Eksekusi dikabulkan maka biaya 
Pelelangan Eksekusi ini patut 
dibebankan kepada Termohon Eksekusi I 
dan II. 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
menetapkan : 
1) Mengabulkan permohonan Pemohon 
tersebut; 
2) Memerintahkan kepada Sdr. Abdiaman  
Damanik, SH. Panitera pada Pengadilan 
Negeri Pematangsiantar, jika 
berhalangan digantikan oleh wakilnya 
yang sah untuk mengadakan 
pengumuman  Lelang Eksekusi dalam 
perkara ini menurut cars yang telah 
ditetapkan oleh Undang-Undang untuk 
itu dan selanjutnya melalui Kantor 
Pelayanan Piutang Negara 
Pematangsiantar  ditemani 2 orang saksi 
yang memenuhi syarat untuk itu 
melakukan Penjualan Umum/Lelang 
Eksekusi terhadap sebidang tanah seluas 
536 M2 berikut bangunan yang ada 
diatas nya sebagaimana disebutkan 
dalam Sertifikat Hak Milik No.3178, 
Kelurahan Setia Negara, dahulu 
Kecamatan Siantar Martoba sekarang 
Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota 
Pematang Siantar, atas nama Muhammad 
Arifin, yang dikeluarkan oleh Badan 
Pertanahan Nasional Kota 
Pematangsiantar; 
3) Memerintahkan supaya hasil bersih dan 
pelelangan tersebut disetor kepada 
Panitera pada Pengadilan Negeri 
Pematangsiantar, untuk selanjutnya 
diserahkan kepada yang berhak 
menerima; 
4) Menetapkan lagi agar hasil Lelang 
Eksekusi dimaksud diserahkan ke Kas 
Pengadilan Negeri Pematangsiantar 
untuk selanjutnya diserahkan kepada 
yang berhak menerimanya. 




Demikian dengan halnya PT. Bank 
Panin Tbk Cabang Pematang Siantar 
diwakili Kuasa Hukumnya Tony Damanik, 
SH. Advokat beralamat kantor di        Jl. 
Kartini Bawah No.1D melalui suratnya 
bertanggal 16 Desember 2010 di dalam 
Surat permohonan mana dimohonkan agar 
Pengadilan Negeri Pematangsiantar 
“MENCABUT” Sita Eksekusi (Executorial 
Beslag) No.63/Pen.Pdt.Eks/2010/PN-Pms, 
tanggal 29 Maret 2010 yang telah 
dilaksanakan pada tanggal 04 April 2010, 
sesuai dengan Berita Acara Penyitaan 
Eksekusi No. 01/BA.Pdt.Eks/HT/2010, yang 
dilakukan ole Panitera Pengadilan Negeri 
Pematangsiantar atas barang-barang seperti 
tertera dalam Berita Acara Penyitaan 
tersebut, didalam perkara antara PT.Bank 
Panin Tbk Cabang Pematang Siantar 
beralamat di Jalan Merdeka            No. 69-71 
Pematangsiantar, selanjutnya disebut 
sebagai Pemohon Eksekusi Terhadap 
Muhammad  Arifin, selanjutnya disebut 
sebagai Termohon Eksekusi I dan 
Muhammad Ridwan, selanjutnya disebut 
sebagai Termohon Eksekusi II.  
III. Mekanisme Eksekusi Barang 
Jaminan terhadap Bank yang 
Bermasalah 
Munir Fuady mengatakan bahwa: 
“Dalam bidang perkreditan khususnya 
proses kredit  bank yang juga diawali 
oleh suatu perjanjian yang sering 
disebut dengan perjanjian kredit, dan 
umumnya dilakukan dalam bentuk 
tertulis. Oleh karena itu, seluruh       
pasal-pasal yang ada dalam suatu 
perjanjian kredit secara hukum 
mengikat kedua belah pihak yakni 
pihak kreditur dan pihak debitur. Asal 
tidak  bertentangan dengan hukum 
yang berlaku. Keterikatan juga 
berlaku bagi perjanjian-perjanjian 
pendukung lainnya seperti perjanjian 
jaminan hutang, teknik pelaksanaan 
pembayaran merupakan exhibit atau 
lampiran dari perjanjian kredit yang 
bersangkutan”.7 
                                                          
7)Munir Fuady, 1996, Hukum Perkreditan  
Komtemporer, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 
hal 8.  
Setiap orang dapat membuat 
perjanjian kredit dengan syarat-syarat yang 
ditetapkan sendiri, juga tidak menyimpang 
dari ketentuan yang tercantum dalam KUH 
Perdata.8 Semua syarat perjanjian yang 
diatur dalam pasal-pasal KUH Perdata 
dipandang oleh undang-undang cukup 
penting. Sehingga lahirlah hubungan 
hukum, dan di dalam hubungan hukum itu 
terdapat hak dan kewajiban untuk kedua 
belah pihak yang bersangkutan.9 
Dalam dunia bisnis kredit juga 
mempunyai banyak arti, salah satunya 
adalah kredit dalam artian seperti kredit 
yang diberikan oleh suatu bank kepada 
nasabahnya. Dalam dunia bisnis pada 
umumnya, kata “kredit” diartikan sebagai 
“kesanggupan akan meminjam uang atau 
kesanggupan akan mengadakan transaksi 
dagang atau memperoleh penyerahan 
barang atau jasa dengan perjanjian akan 
membayarnya kelak”.10 
Mariam Darus Badrulzaman 
mengatakan bahwa : 
Perjanjian kredit adalah perjanjian 
pinjam pakai habis yang tunduk 
kepada Pasal 1754 KUH Perdata. Juga 
merupakan kelompok perjanjian 
khusus (bernama), sehingga 
perjanjian kredit tergolong dalam 
kategori KUH Perdata merupakan 
perjajian “pendahuluan” terhadap 
perjanjian pinjam pakai habis.11 
Oey Hoey Tiong, menyebutkan bahwa: 
Istilah jaminan berasal dari kata jamin 
yang berarti tanggungan. Sehingga 
jaminan dapat diartikan, sebagai 
tanggungan. Dalam hal ini yang 
                                                          
8)Ny. Retnowulan Sutantio, “Upaya 
Hukum Dalam Penagihan Kredit Macet dan 
Eksekusi Jaminan, Pustaka Peradilan, Jilid I, Proyek 
Pembinaan Teknis Yustisial, Mahkamah Agung RI, 
Jakarta, hal 122.  
9)Emmy Pangaribuan  Simanjuntak, 1995, 
Pembukaan Kredit Berdokumen (Documentary 
Creditopening), Yogyakarta : Fakultas Hukum 
Universitas Gajah Mada, hal 23. 
10)A. Abdurrahman, 1993, Ensiklopedia 
Ekonomi, Keuangan, Perdagangan, Jakarta : 
Pradnya Paramita, hal 279.  
11)Mariam Darus Badrulzaman, 1991, 
Perjanjian Kredit Bank, Bandung : PT. Citra 
Aditya Bakti, hal 5.  




dimaksud adalah tanggungan atas 
segala perikatan dari seseorang 
seperti yang ditentukan dalam Pasal 
1131 KUH Perdata maupun 
tanggungan atas perikatan tertentu 
dari seseorang seperti yang diatur 
dalam Pasal 1139-1149 (piutang yang 
diistimewakan), Pasal 1150-1850 
(Gadai), Pasal 1162-1178 (hipotik), 
Pasal 1820-1850 (penanggungan 
hutang), dan akhirnya seperti yang 
ditetapkan oleh yurisprudensi ialah 
fiducia.12 
Lebih lanjut beliau menyatakan : 
“tanggungan atas segala perikatan 
seseorang disebut jaminan secara umum, 
sedangkan tanggungan atas perikatan 
tertentu dari seseorang disebut jaminan 
secara khusus”.  
 
A.P Parlindungan menyebutkan 
pengertian hak tanggungan adalah sebagai 
security (jaminan) hutang dengan tanah 
sebagai agunan.13 Pada asasnya jaminan 
dapat dibedakan atas dua macam yaitu 
jaminan umum dan jaminan khusus. 
Jaminan umum dapat dilihat dalam Pasal 
1131 KUH Perdata seperti yang telah 
disebutkan di atas. 
Pada Pasal 1 angka 11 Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang  
Perbankan, selanjutnya disebut dengan UU 
Perbankan, yang mengatakan Kredit adalah 
penyediaan uang atau tagihan yang dapat 
dipersamakan dengan itu, berdasarkan 
persetujuan atau kesepakatan pinjam-
meminjam antara bank dengan lain yang 
mewajibkan pihak peminjam untuk 
melunasi utangnya setelah jangka tertentu 
dengan jumlah bunga. kredit dengan 
jaminan (secured loan) diberikan kepada 
debitor selain didasarkan dengan adanya 
keyakinan atas kemampuan debitor untuk 
mengembalikan kredit, juga didasarkan 
kepada adanya jaminan fisik (agunan) 
sebagai jaminan tambahan, misalnya berupa 
tanah, bangunan, alat-alat produksi, dan 
                                                          
12)Oey Hoey Tiong, 1989, Fiducia 
Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, Jakarta: 
Ghalia Indonesia, hal 14. 
13)A. P. Parlindungan, 1990, Pendaftaran 
Tanah di Indonesia, Bandung : Mandar Maju, hal 185. 
barang-barang bergerak lainnya. Agunan 
sebagai tambahan ini dimaksudkan untuk 
memudahkan kreditor menerima pelunasan 
utang apabila debitor wanprestasi melalui 
cara pelelangan atas agunan tersebut. 
  Rumitnya masalah kredit ini 
disebabkan banyaknya aspek yang terkait 
dengan pemberian kredit bank ini, misalnya 
aspek ekonomi (mikro dan makro) yang 
menjadi dasar pertimbangan pemberian 
kredit, aspek hukum yang berperan dalam 
memberikan kepastian dan jaminan kepada 
pihak kreditur dan debitur yang 
bersangkutan. Penyelesaian kredit macet 
melalui pengadilan merupakan tindakan 
terakhir yang dilakukan kreditor apabila 
debitor yang telah diperingatkan berkali-
kali tidak menunjukkan itikad baiknya 
untuk menyelesaikan kredit macet secara 
damai (debitor menjadi sulit untuk 
dihubungi). 
Sebagaimana dengan penyelesaian 
kredit bermasalah dengan mekanisme 
eksekusi barang jaminan bilamana terjadi 
kredit macet pada bank yang bermasalah 
dilaksanakan atas  perintah dan dipimpin 
Ketua Pengadilan Negeri maka eksekusi 
dapat diterapkan. Selain itu Eksekusi hak 
tanggungan terhadap lembaga perbankan 
dapat menguntungkan posisi banknya 
sendiri  sebab pada dasarnya grosse akta 
pengakuan utang bukan bagian dari 
perjanjian kredit,            dan hanya 
merupakan pengakuan hutang murni tanpa 
disertai klausula lain selain utang murni. 
Oleh karena itu, untuk mengantisipasi 
permasalahan ini, pihak bank selaku 
kreditur (pemberian kredit) biasanya 
mengantisipasi hal tersebut dengan 
membuat perjanjian pengikatan jaminan 
tersendiri untuk mempermudah 
pelaksanaan eksekusi jaminan.  
Pihak bank akan cepat memperoleh 
uangnya  kembali bilamana kredit yang 
diberikan dengan jaminan hak tanggungan 
yang telah memakai irah-irah “Demi 
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa”, langsung dapat mengajukan 
permohonan eksekusi kepada Ketua 
Pengadilan Negeri. Penyitaan inilah yang 
disebut dengan sita eksekusi (executorial 
beslag). Setelah disita, maka barang-barang 




itu dilelang sampai mencukupi jumlah uang 
yang ditetapkan dalam putusan hakim 
ditambah biaya perkara dan biaya dalam 
menjalankan putusan hakim tersebut. Sita 
jaminan sangat baik untuk dijalankan untuk 
menutup peluang bagi pihak tergugat yang 
ingin menghindar dari sanksi hukum, 
sehingga pemohon eksekusi tidak sampai 
dirugikan akibat perbuatan termohon. Sita 
jaminan ini harus dikuatkan dengan 
putusan hakim, sehingga mengakibatkan 
sita ini berubah menjadi sita eksekutorial 
(sita eksekusi).      
 Adanya titel eksekutorial ini 
diadakan untuk memberikan perlindungan 
hukum bagi debitor terhadap kemungkinan 
perbuatan kreditor yang melampaui batas 
dan memberikan motivasi kepada debitur 
untuk menyelesaikan kewajibannya dengan 
baik. Dari uraian di atas dilihat  segi 
ekonomi maka penyelesaian melalui 
peradilan ini mengandung suatu kelemahan. 
Kelemahan tersebut terjadi karena 
beberapa hal, seperti ketidakefisienan 
sistem peradilan yang ada sebab harus 
mengikuti sistem yang formal dan teknis 
sekali sehingga penyelesaian tersebut 
kurang efektif karena memerlukan waktu 
yang lama dan biaya yang cukup mahal. 
Penyelesaian seperti itu dipandang dari segi 
kegiatan uasaha yang selalu berpedoman 
cepat dan berbiaya murah kondisi nya 
bertentangan dengan kedua  asas tersebut. 
Dengan demikian, dikembangkan suatu 
penyelesaian kredit macet  pada bank yang 
bermasalah yang bersifat informal dengan 
memenuhi kecepatan yang diharapkan serta 
berbiaya murah. 
 
IV. Hambatan Pelaksanaan Eksekusi 
Barang Jaminan dalam 
Penyelesaian Kredit Macet oleh 
Bank 
R. Subekti menyebutkan bahwa 
jaminan umum ini seringkali dirasakan 
kurang cukup dan kurang aman, karena 
selain harta kekayaan si berutang pada 
suatu waktu bisa habis, guna jaminan secara 
umum itu berlaku untuk semua kreditur, 
sehingga ada kemungkinan beberapa orang 
dari mereka tidak mendapat bagian.14 
Sehubungan dengan uraian diatas, 
maka agunan/ barang jaminan hutang yang 
tidak bergerak dan jaminan hutang yang 
bergerak dimana kedua benda tersebut 
berasal dari benda yang berwujud 
(lichamelijk)15dan benda yang tidak 
berwujud (onlichamelijk atau immaterial)16 
yaitu segala macam hak seperti hak cipta 
hak otroi dan lain-lain.  Hal ini bila dilihat 
dari sudut pinjaman kredit bank dapat juga 
dijaminkan benda-benda yang immaterial. 
Eksekusi terhadap barang jaminan 
kredit macet dalam praktek pelaksanaannya 
di lapangan sering terhambat atau tidak 
dapat dijalankan oleh karena adanya 
beberapa hambatan. Hambatan dalam 
proses eksekusi barang jaminan kredit 
macet tersebut dapat  berasal dari 
debitor/penjamin utang, pihak pengadilan 
pihak ketiga dan tidak tertutup 
kemungkinan hambatan dari pihak kreditor 
itu sendiri. 
Upaya penyelesaian terhadap 
hambatan pelaksanaan eksekusi barang 
jaminan antara lain : 
a. Menggunakan putusan uitvoerbaar bij 
vooraad (putusan serta merta) dalam 
hal adanya gugatan perlawanan dari 
debitor/pihak ketiga. 
b. Menyelesaikan kredit macet lewat 
lembaga Arbitrase/perwasitan dan 
atau dengan menggunakan jasa pihak 
ketiga yang bersifat netral/tidak 
memihak (mediator). Ketentuan 
penyelesaian kredit macet melalui 
lembaga Arbitrase/perwasitan dan 
atau dengan menggunakan jasa pihak 
ketiga yang bersifat netral/tidak 
memihak harus diatur sebelumnya 
dalam perjanjian kredit, sebagai 
alternatif penyelesaian sengketa 
melalui pengadilan negeri. 
                                                          
14)R.  Subekti, 1989,  Jaminan-jaminan 
Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum 
Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal 21.  
15)F. X. Suhardana, 2001, Hukum Perdata 
I, Jakarta: Prenhalindo, hal 149. 
16)Nico Ngani dan A. Qirom Syamsusddin 
Meliala, 1985, Profil Asas-Asas Hukum Perdata 
(BW), Yogyakarta: Liberty, hal 17. 




c. Mencegah semaksimal mungkin 
terjadinya kredit macet  dengan 
melaksanakan prinsip kehati-hatian  
dan berusaha melakukan pendekatan 
kepada para nasabah debitor secara 
kekeluargaan sehingga nasabah merasa 
dekat dengan kreditor. 
 
V. Penutup 
Berdasarkan hal di atas, maka dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1) Dalam Proses eksekusi (sita) barang 
jaminan pihak bank selaku kreditor 
langsung dapat mengajukan 
permohonan eksekusi hak 
tanggungan  kepada Ketua Pengadilan 
Negeri. Dengan adanya perjanjian 
pengikatan jaminan tersendiri untuk 
mempermudah pelaksanaan Eksekusi 
Berdasarkan Akta pengakuan hutang 
Fixed Loan yang ada kepala irah-irah 
yang berbunyi “Demi Keadilan 
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa” hanya dapat dilaksanakan, 
apabila debitur sewaktu ditegur, 
membenarkan jumlah hutangnya 
tersebut. Dan pihak Badan 
Pertanahan Nasional Pematangsiantar 
telah mengeluarkan Sertifikat Hak 
Tanggungan No.271/2006 atas nama 
PT. Bank Panin Tbk Cabang 
Pematangsiantar pada tanggal 26 Juni 
2006; dengan jaminan Hak 
Tanggungan atas “sebidang tanah Hak 
Milik No.3178 terdaftar Atas nama 
Muhammad Ridwan yang telah 
dimilliki/dikuasai oleh Muhammad 
Arifin Berdasarkan Akta Jual beli 
No.122/2006; Maka pihak bank akan 
cepat memperoleh uangnya kembali 
bilamana kredit yang diberikan 
dengan jaminan hak tanggungan yang 
telah memakai irah-irah “Demi 
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa”. 
2) Bahwa penyelesaian kredit dengan 
mekanisme eksekusi barang jaminan 
bilamana terjadi kredit macet pada 
bank yang bermasalah dilaksanakan 
atas  perintah dan dipimpin Ketua 
Pengadilan Negeri maka eksekusi 
dapat diterapkan. Selain itu Eksekusi 
hak tanggungan terhadap lembaga 
perbankan dapat menguntungkan 
posisi banknya sendiri  sebab pada 
dasarnya Grosse Akta Pengakuan 
Utang bukan bagian dari perjanjian 
kredit, dan hanya merupakan 
pengakuan hutang murni tanpa 
disertai klausula lain selain utang 
murni. Oleh karena itu, untuk 
mengantisipasi permasalahan ini, 
pihak bank selaku kreditur 
(pemberian kredit) biasanya 
mengantisipasi hal tersebut dengan 
membuat perjanjian pengikatan 
jaminan tersendiri untuk 
mempermudah pelaksanaan eksekusi 
jaminan dan pihak bank akan cepat 
memperoleh uangnya kembali. 
Adanya titel eksekutorial ini diadakan 
untuk memberikan perlindungan 
hukum bagi debitor terhadap 
kemungkinan perbuatan kreditor 
yang melampaui batas dan 
memberikan motivasi kepada debitur 
untuk menyelesaikan kewajibannya 
dengan baik.  
3) Hambatan pelaksanaan eksekusi 
barang jaminan dalam penyelesaian 
kredit macet oleh bank, antara lain : 
Adanya gugatan perlawanan (verzet) 
debitor terhadap eksekusi barang 
jaminan untuk dicabut dan  debitor 
lewat gugatan perlawannya meminta 
pertimbangan hakim, agar hakim 
memerintahkan kreditor untuk 
memperpanjang masa kreditnya 
sehingga debitor mempunyai cukup 
waktu untuk melunasi hutangnya 
beserta tunggakan bunga kredit, 
denda, dan biaya pelaksanaan lelang, 
biaya peringatan (aanmaning) dan 
upaya penyelesaian terhadap 
hambatan-hambatan dalam proses 
eksekusi : 
a. Mencegah semaksimal mungkin 
terjadinya kredit macet dengan 
melaksanakan prinsip kehati-
hatian  dalam perbankan. 
b. menggunakan jasa pihak ketiga 
yang bersifat netral/tidak 
memihak sebagai 
mediator/penengah yang harus 




diperjanjikan sebelumnya dengan 
debitor, yang dituangkan dalam 
perjanjian kredit. 
c. Memintakan putusan serta merta 
dal hal adanya gugatan perlawanan 
(verzet) dari debitor ataupun pihak 
ketiga. 
 
Terhadap hal tersebut, maka perlu 
disarankan beberapa hal yaitu : 
1. Disarankan kepada kreditur/Bank 
untuk menghindari terjadinya kredit 
macet maka para analis kredit bank-
bank pemerintah maupun bank 
swasta untuk bertindak lebih 
profesional, yaitu sungguh-sungguh 
menerapkan prinsip kehati-hatian 
(prudential banking) dalam 
mempertimbangkan suatu 
permohonan kredit dari Calon 
debitur. Kemudian pihak bank perlu 
juga memperhatikan kondisi debitur 
dalam penyelesaian kredit macetnya 
dengan cara penambahan kredit yang 
baru dan ditindaklanjuti dengan 
pembinaan secara kuratif dan 
persusuif terhadap debitur dan 
prospek usahanya. 
2. Disarankan kepada Pengadilan agar 
senantiasa melakukan perbaikan 
dalam kinerjanya dan dilihat  segi 
ekonomi maka penyelesaian melalui 
peradilan ini mengandung suatu 
kelemahan. Kelemahan tersebut 
terjadi karena beberapa hal, seperti 
ketidakefisienan sistem peradilan 
yang ada sebab harus mengikuti 
sistem yang formal dan teknis sekali 
sehingga penyelesaian tersebut 
kurang efektif karena memerlukan 
waktu yang lama dan biaya yang 
cukup mahal. Penyelesaian seperti itu 
dipandang dari segi kegiatan uasaha 
yang selalu berpedoman cepat dan 
berbiaya murah kondisi nya 
bertentangan dengan kedua asas 
tersebut. Dengan demikian, 
dikembangkan suatu penyelesaian 
kredit macet pada bank yang 
bermasalah yang bersifat informal 
dengan memenuhi kecepatan yang 
diharapkan serta berbiaya murah. 
3. Disarankan dalam Perjanjian Kredit 
hendaknya juga diatur mengenai 
kemungkinan diterapkannya 
Alternative Disputes Resolution (ADR) 
dalam penyelesaian kredit macet 
dapat diselesaikan dengan singkat 
dan menghemat biaya. 
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